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<b>ABSTRAK</b>

Semua orang di muka bumi ini menyadari akan makna dan peranan tanah dalam kehidupannya. Bagi petani
di pedesaan tanah mempunyai beberapanilai dari yang paling abstrak sampai yang paling konkrit. Nilai
tanah itu bagi petani dapat bersifat ekonomis dan kesegjahteraan, sosial dan yuridis, sertareligius.

Saat ini, di Indonesia banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan tanah umumnya dan pengelolan
tanah khususnya. Permasalahan tanah ini di Indonesia merupakan salah satu isu nasional yang krusial dan
kompleks. Adaempat hal penting mengenai tanah yang perlu ditangani segera, terutama di luar pulau Jawa
yaitu (1) sistem klasifikasi tanah yang belum menjamin penggunaan tanah secara optimal, baik dari segi
ekonomi maupun dari segi lingkungan, (2) begitu banyaknya instans yang terlibat dan berkepentingan
dengan Perencanaan Tata Guna Tanah sementaraitu data mengena penggunaan tanah cenderung
tersentralisasi dan tidak tersediadi propins yang berwenang membuat keputusan tentang penggunaan tanah;
(3) kendala yang dihadapi petani kecil dan migran dalam mendapatkan tanah pertanian baru yang cocok dan
(4) kesulitan proyek-proyek pembangunan dalam mengidentifikasikan dan mendapat tanah usaha dalam
skala yang dibutuhkan, selain karena klaim dari masyarakat setempat, juga karena adanya kewajiban untuk
memberikan kompensasi.

Pada dasarnya, permasal ahan tanah itu timbul karenainteraks, interelasi dan adaptas manusia atas tanah
semakin kuat dan intensif. Karenaitu dalam mengkaji permasalahan tanah dan pengel olaannya tidak
terlepas dari manusiaitu sendiri, sebagai unsur utama dalam lingkungan hidup. Ada dua ha yang esensial
yang mempunyai hubungan dengan pengel olaan tanah oleh para petani yaitu sistem budaya para petani
tersebut dan kebijaksanaan pemerintah mengenal pengelolaan tanah. Pada kgjian ini kebudayaan dan
kebijaksanaan pemerintah yang disoroti hanyalah mengenai insentif dan disinsentif. Hal ini berdasarkan
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, bahwa insentif dan disinsentif dapat digunakan
untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan
pencemaran lingkungan.

Permasalahan pokok tulisan ini adalah bagaimana para petani di kecamatan Satar M ese mengelola tanahnya
guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mencapai tujuan-tujuannya dan mendapat ketentraman hidupnya,
dalam kondisi lingkungan hidup yang senantiasa berubah. Dari permasalahan tersebut muncul dua
pertanyaan yakni : (1) faktor-faktor apa yang mempunyai hubungan dengan sistem, pola dan cara

pengel olaan tanah oleh para petani di kecamatan Satar Mese, dan (2) bagaimana hubungan antara insentif
dan disinsentif budaya dan kebijaksanaan pemerintah dengan sistem, pola dan cara pengel olaan tanah oleh
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para petani di kecamatan ini.

Tujuan umum kajian ini ialah mengetahui bagaimana para petani di kecamatan Satar Mese mengantisipas
perubahanperubahan yang terjadi pada lingkungannya, yang tercermin pada sistem, pola dan cara

pengel olaan tanah yang dipakai dan dikembangkannya. Secara khusus tujuan kajian ini ialah : (1) untuk
mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan tanah oleh para
petani; dan (2) untuk memaparkan bagaimana hubungan antara insentif dan disinsentif budaya dan
kebijaksanaan pemerintah dengan pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan ini.

Adapun hipotesis kerja yang menjadi sasaran telaahan ini adalah : (1) insentif dan disinsentif mempunyal
hubungan yang erat dengan pengelolaan tanah; (2) insentif budaya mempunyal hubungan erat dengan
pengel olaan tanah; (3) disinsentif budaya mempunyal hubungan erat dengan pengelolaan tanah; (4) insentif
kebijaksanaan pemerintah mempunya hubungan erat dengan pengelolaan tanah; dan (5) disinsentif
kebijaksanaan pemerintah mempunyal hubungan yang erat dengan pengel olaan tanah.

Data untuk kajian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat melalui studi
dokumentasi dan studi literatur. Data primer diperoleh dari 100 responden dari kelima desa sampel.
Pengumpulannya lewat wawancara berstruktur dan wawancara mendalam. Sesuai dengan rancangan yang
digunakan yaitu Survei Deskriptif Kualitatif, maka data diolah dan dianalisis dengan tabel sederhana, tabel
silang dan uji statistik berupa Koefisien Kontingensi (KR) dan Kai Kuadrat.

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa para petani di kecamatan Satar Mesa mempunyai kearifan dan
kebijakan ekologis yang khusus mengenai pengelolaan tanah. Hal ini selain tampak pada asas dan dasar
hukum mengenal sistem, pola dan cara pengelolaan tanah, jugaterbukti pada tingkat keeratan dan
signifikansi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan, penguasaan, penggunaan dan pengerjaan
tanah.

Asas dan dasar hukum pengel olaan tanah oleh para petani di kecamatan ini bertumpu pada dan merupakan
pengejawantahan dari pandangan dan cita-cita hidupnyayaitu Prinsip Sosial Kolektivitas, Prinsip
Keselarasan dan Keseimbangan, dan Prinsip Musyawarah Mufakat. Ketiga prinsip hidup yang demikian itu
berimplikasi selain pada cara, pola dan wawasan berpikirnya dalam berinteraksi, berinterelasi dan
beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, juga terutama pada sikap, perilaku, aktivitas dan tindakannya
sehari-hari pada tanah. Penguasaan tanah dalam bentuk Lingko dan tobok, yang umumnya belum
mempunyai surat bukti hak yang kuat; penggunaan tanah berupa ladang, sawah, pekarangan dan hutan; dan
pengerjaan tanah dengan pola usaha tani dan teknologi pertanian yang relatif sederhana dan cenderung
mentradisi, memancarkan sikap dan perilaku, kemampuan dan upaya para petani dalam menyesuaikan diri
dengan kondisi tanah yang dikuasainya.

Pada keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan tanah, kearifan dan
kebijakan ekologis para petani itu ditunjukkan oleh besarnya nilai Koefisien Kontingensi hubungan insentif
dan disinsentif dengan pengel olaan, penguasaan, penggunaan dan pengerjaan tanah, yang semuanya
termasuk dalam katagori sedang yaitu 0,58, 0,46, 0,40 dan 0,37; ini berarti hubungan antara kedua peubah



itu masing-masing relatif erat dan kuat. Signifikansi hubungan tersebut berada padataraf 1 % dan 5 %. Oleh
karenaitu ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 4 tahun 1982 merupakan ketentuan yang tepat dan bijak,
sehingga perlu dipertahankan dan diperluas ruang lingkup berlakunya.

Namun bila ditelaah secara mendalam, tampak bahwa keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan
disinsentif budaya lebih kuat daripada keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif
kebijaksanaan pemerintah dengan pengelolaan, penggunaan dan pengerjaan tanah. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa insentif dan disinsentif budaya tetap merupakan faktor penting dan menjadi acuan serta
pedoman utama para petani di kecamatan ini dalam menguasai, menggunakan dan mengerjakan tanahnya.
Karenaitu dalam memasukkan inovasi baru yang berhubungan dengan pengelolaan tanah di kecamatan
Satar Mese perlu memperhatikan dan mepertimbangkan kearifan dan kebijakan ekologis yang dimiliki dan
dikembangkannya, agar inovasi itu tidak menjadi mubazir dan menimbulkan gejolak sosial. Untuk itu
pandangan dan pendapat Julian Steward dan John Bennet, Glinka dan Boelars, Murphey dan Kleden cukup
aktual dan masih relevan untuk diperhatikan dalam seluruh kebijaksanaan mengenai tanah umumnya dan
pengel olaan tanah khususnya di Indonesia.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

All peoplein thisworld realize the meaning and the role of land in their life. For the peasantsin the village,
land has some values, ranging from the concrete value to the abstract one. The value of a strip of land, can
be economical, prosperous, sociological, juridical, and religious.

However, nowadays, many problems in accordance with the land in general and its management in
particular arise in Indonesia. The land problem itself has been one of the crucial and complex national
issues. There are four important points on such problem requiring immediate solutions, especially for
outside Java. They are (1) the system of land classification which have not ensured land use optimally,
viewed from both economical and environmental aspects; (2) the involvement of too many instances, having
vested interest in the land use planning, while land use data tend to be centralized and in available in the
provinces which have the authority to make decisions on the land use; (3) the smallholders and migrants
have constraints in getting new favorable agriculture land; and (4) the development projects have difficulties
in identifying and acquiring cultivable land in the required scale. It is caused not only by local land claims
but also by government policy pertaining to the obligation to pay land compensation.

In principle, the land problem is caused by the presence of interaction, interrelation and adaptation among
people which is getting more intense and intensive. Therefore, to analyze land problem and its management
issue can not be separated from the people themsel ves as the main component of the environment. There are
two essential things having much to do with the land management employed by the peasants, i.e. the cultural
system of the peasants themselves and the government policy on the land management. This analysis will
focus its concern on the incentive and the disincentive of the culture and the government policy. It is based
on article 8 of the Act No.4 of 1982, stipulating that incentive and disincentive can be used to improve the
maintenance of environment, to prevent, and to abate environmental damage and pollution.

The main issue of thiswriting is the investigation of how the peasantsin sub district of Satar Mese deal with
their land in order to fulfill their needs, to achieve their goals, and to obtain their life tranquility in this ever-



changing environment. From such problem might arise two questions as follows. (1) What are the factors
having relation to the system, the pattern, and the method of land management employed by the peasantsin
sub district of Satar Mese? (2) How is the relations of the incentive and the disincentive? of culture and
government policy to the system, the pattern, and the method of land management employed by the peasants
in this sub district?

The general aim of this study isto know how the peasantsin this sub district anticipate the changes
occurring in the environment and being manifested in the system, the pattern and the method of land
management they use and develop. The specificams are: (1) to know and to identify the factors having
relation to the land management employed by the peasants; and (2) to describe how the relation is of
incentive and disincentive from a culture and a government policy to the land management employed by the
peasants in this sub district.

The hypothesis are : (1) incentive and disincentive as viewed from both culture and government policy, have
aclose relation to the land management employed by the peasants, (2) a culture incentive has a close

relation to the land management employed by the peasants; (3) a culture disincentive has a close relation to
the land management employed by the peasants; (4) an incentive of the government policy has a close
relation to the land management employed by the peasants; (5) a disincentive of the government policy has a
close relation to the land management employed by the peasants.

The data used in this writing consist of secondary and primary ones. The secondary data were obtained from
documents and library research. The primary ones were obtained from a hundred respondents from five
villages as the samples. Such data were collected through awell-designed structural and deep interviews.
Since the research design used here was qualitative descriptive survey, then the primary data processing and
analyzing used simple and cross tabulations, and simple statistical test of Contingency. Coefficient and Chi
Square (X2).

The result of this study shows that the peasants in Satar Mese sub district have a unique ecological wisdom
and intelligence in dealing with the land management. Such characteristic is not only apparent in the
principle and the legal basis of the system, the pattern, and the method of the land management employed by
the peasants, but also clearly seen in the tightness and the level of significance of the relationship of
incentive and disincentive and the management, occupation, use and cultivation of the land employed by the
peasants.

In this sub district such principle and legal basis of the land management were realized and based on the
peasants way and concepts of life such as Social-Collectivity, Balance and Harmony, and Togetherness
Principles. Such principlesimply not only in their way of thinking, thought pattern, and insight into
interacting, interrelating and adapting toward their environment, but also their attitudes, behaviors, and daily
activities upon the land. The latter implications are clearly seen in the systems of land occupation as
"Lingko" and "Tobok" which have no certificates; the patterns of land use which are only for dry and wet-
ricefield, yard and forest; and the method of 1and cultivation with simple farming system, pattern, and
technology which tend to be atradition. All these practices reflect their attitudes, behaviors, abilities and



efforts in adapting themselves to the conditions of l1and they occupy.

The afore-mentioned unique ecologica wisdom and intelligence of the peasants are indicated by
Contingency Coefficient and Chi Sguare numbers on the tightness and the level of significance of the
relations of incentive and disincentive to the land management. The Contingency

Coefficient numbers of relations of incentive and disincentive to the management, occupation, use, and
cultivation of the land are all in medium categories, i.e. 0,58, 0.48, 0.40, and 0,37; meaning that relations
between those two variables are close and strong. For that reason, article 8 of the Act No_4 of 1982 is
effective and acceptable, and it needs to be maintained and more widely applied.

Nevertheless, if we analyze more thoroughly, it will be apparent that the tightness and the level of
significance of incentive and disincentive relations of the cultureis closer than that of the government
policy. Based on that statement, the incentive and disincentive of the culture remain important factors, and
become the main reference and guiding factors for the peasants in occupying, using and cultivating their
land in this sub district. So, in introducing and adopting a new innovation in the land management for the
peasants, we must pay attention on and consider the characteristic of the ecological wisdom and intelligence
they have and develop, unless such innovation become useless, fruitless, and lead to a social movement. In
relation to this analysis, the opinions and the views of Julian Steward, John Bennet, Glinka and Boelars,
Kleden, and Murphey are still actual, relevant, and should be taken into account in making decisions and
policies on the land and its management in Indonesia
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